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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA/KELURAHAN

ABSTRAK : Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diatur karena telah dicabutnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun

Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan untuk memelihara dan

melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya,

kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rukun Tetangga dan

Rukun Warga Desa/Kelurahan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22

Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44

Tahun 1999.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan di

Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintahan Daerah serta

merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek kekeluargaan,

kegotongroyongan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukannya

dimusyawarahkan oleh Kepala Dusun/Lingkungan dengan kepala keluarga untuk

Rukun Tetangga dan oleh Kepala Desa/Lurah dengan pengurus Rukun Tetangga

setempat untuk Rukun Warga, kemudian hasil musyawarah dikukuhkan dengan

Keputusan Kepala Desa/Lurah. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak-

banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga, setiap Rukun Warga terdiri dari

sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga, dan setiap Desa/Kelurahan

sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) Rukun Warga. Keanggotaan, tugas pokok,

hak dan kewajiban, kepengurusan, musyawarah anggota, sumber keuangan,

kekayaan, serta pembinaan dan kerjasama diatur dalam peraturan ini, dan

pengaturannya mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


